
133 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku-Buku 

Abdurrahman, 2011, Kompendium Bidang Hukum Perkawinan, Badan Pembinaan 

Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta. 

Aburaera, Sukarno, 2013, Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Kencana Prenada 

Media Group. 

Ali, Achmad, 2010, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan 

Bidang Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 

----------------, 2013, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang 

(Legisjurisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 

Ali, Mahrus 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 

Anshori, Abdul Ghofur, 2011, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan 

Hukum Positif, UUI Press, Yogyakarta. 

Atmasasmita, Romli, 2012, Teori Hukum Integratif Rekontruksi Terhadap Teori 

Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, 

Yogyakarta.  

Bemmelen, Van, 1995, Hukum Pidana Material Bagian Umum, Bina Cipta, 

Jakarta. 

Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, 2010, Pengantar Filsafat 

Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 

Departemen Agama RI, 2004, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, Ditjen 

Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta. 

Djatmiati, Tatiek Sri. 2012. Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi, dalam 

Philipus M. Hadjon, et.al.Hukum Administrasi dan Tindak Pidana 

Korupsi.Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 

 



134 
 

Domai, Tjahjanulin, 2005, Dari pemerintahan ke pemerintahan yang baik, 

Depdagri, Jakarta. 

Erwin, Muhammad, 2013, Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum, 

Rajawali Pers, Jakarta. 

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

& Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 

Fuady, Munir, 2013, Toeri-Teori Dalam Sosiologi Hukum, Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta. 

Harahap, M. Yahya, 2001Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama 

UU Nomor 7 Tahun 1989, Sinar Grafika, Jakarta. 

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, Buku Saku Memahami Gratifikasi 

“Gratifikasi adalah AKAR dari Korupsi”, Komisi Pemberantasan 

Korupsi Republik Indonesia, Jakarta. 

Krina, Lalolo, 2003, Indikator Dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan 

Partisipasi, Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata 

Kepemerintahan yang Baik, BAPPENAS, Jakarta. 

Latif, Abdul, 2014, Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 

Lubis, Sulaikan et.al, 2008, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 

S.F. Marbun, 2001, Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara, UII Press, 

Yogykarta. 

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta. 

Menteri Penertiban Aparatur Negara, 1993, Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 

1993, Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, Menpan, 

Jakarta. 

Mertokusumo, Sudikno, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, 

Yogykarta. 



135 
 

----------------, 2012, Teori Hukum, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 

Yogyakarta. 

---------------- dan A. 1993, Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra 

Aditya Bakti, Bandung. 

Moenir, H.A.S, 1998, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Bumi Aksara, 

Jakarta. 

Muhdlor, A. Zuhdi 1995, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, 

dan Rujuk, al-Bayan, Bandung. 

Nurcholis, Hanif, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 

Grasindo, Jakarta. 

Prasetyo, Teguh, 2013, Kriminalisasi Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung. 

Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal 

Center Publishing, Jakarta. 

Purbacaraka, Purnadi dan M. Chidir Ali, 1980, Disiplin Hukum, Alumni, Bandung. 

Rahardjo, Satjipto, 1982, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung,  

----------------, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. 

----------------, 2009, Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang 

Baik, Kompas, Jakarta. 

----------------, 2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Gentha 

Publishing, Yogyakarta,  

----------------, 2009, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah 

Pendekatan Lintas Disiplin, Gentha Publishing, Yogykarta. 

----------------, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta 

Publishing, Yogyakarta. 

----------------, 2010, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan 

Masalah, Gentha Publishing, Yogykarta. 

----------------, 2010, Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih, Genta Publishing, 

Yogyakarta. 



136 
 

Ramulyo, Moh. Idris, 1996, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta. 

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2014, Hukum Administrasi Negara 

dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuasa Cendikia, Bandung. 

Sidharta, 2009, Moralitas  Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, 

Rafika Aditaman, Bandung. 

Soekanto, Soerjono, 1979, Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum, 

Alumni, Bandung. 

----------------,1982, Metode Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta. 

----------------, 2006, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. 

----------------, dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali 

Press, Jakarta. 

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1980, Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat, 

Alumni, Bandung. 

Soewarno, Jonathan, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Graha 

Ilmu, Yogyakarta. 

Sudarsono, 2001, Pokok-Pokok Hukum Islam, Rineka Cipta, Jakarta. 

Syaifuddin, Muhammad et.al, 2013, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta. 

Syarifuddin, Amir, 2009, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan 

Undang-Undang Perkawinan, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta. 

Syamsudin, M., 2012, Konstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum 

Progresif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 

Utsman, Sabian, 2013, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara 

Hukum & Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.  

Warassih, Esmi, 2005, Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis), Suryandaru 

Utama, Semarang. 

Wiyono, R., 2012, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. 



137 
 

 

B. Jurnal, Makalah dan Majalah Hukum 

Asnawi, M., Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Agama, Fokus Pengawasan Nomor 33 Tahun IX 

Triwulan I 2012, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 

2012. 

Efendi, Sofian, Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance, 

Lokakarya Reformasi Birokrasi, Departemen Pemberdayaan 

Aparatur Negara, Jakarta, 2005. 

Hardianto, Danang Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah 

Konstitusi,  Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014. 

Irfan, M Nurul, KUA Bersanding KPK, Republika, Jumat 13 Desember 2013. 

Masduqi, Irwan, Nikah Siri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul 

Masail PWNU Yogyakrata, Jurnal Musâwa, Vol. 12 No 2 Juli 2013. 

Nurhayati, Yati, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai Benteng 

Pencegahan Korupsi, Fokus Pengawasan Nomor 33 Tahun IX 

Triwulan I 2012, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 

2012 

Susetyo, Andewi Ujian Integritas Penguhlu, Majalah Bulanan Sejahtera, Edisi 2/ 

Tahun 1/ Februari 2015, Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Wilayah Jawa Tengah, Semarang. 

Tim Peneliti Bidang Kehidupan Keagamaan Balai Penelitian dan Pengembangan 

Agama Jakarta, Biaya Riil dan Ideal Pencatatan Nikah di Kua  di 

Berbagai Wilayah Indonesia  Bagian Barat, Jurnal Penamas Volume 

27 No.2 Juli –Sept 2014. 

 

C. Peraturan Perundang-Undangan  

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 



138 
 

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak  Yang Berlaku Pada Departemen Agama.   

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak  Yang Berlaku Pada Departemen Agama.   

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991. 

 

D. Internet 

http://sosbud.kompasiana.com/2011/02/01/biaya-riil-dan-ideal-nikah-di-kantor-

urusan-agama-kua-propinsi-dki-jakarta-337201.html, diakses 1 

Januari 2015. 

http://www.tempo.co/read/news/2012/12/30/083451180/Pungli-di-KUA-DKI-

Jakarta-Bengkak-30-Kali-Lipat, diakses 1 Januari 2015. 

http://news.detik.com/read/2014/11/25/074051/2757990/10/tunjangan-untuk-

petugas-kua-tak-juga-cair-penghulu-rawan-terima-amplop, diakses 1 

Januari 2015. 

http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014-

menuju-kua-berintegritas, diakses 18 Juli 2015. 

 

  

http://sosbud.kompasiana.com/2011/02/01/biaya-riil-dan-ideal-nikah-di-kantor-urusan-agama-kua-propinsi-dki-jakarta-337201.html
http://sosbud.kompasiana.com/2011/02/01/biaya-riil-dan-ideal-nikah-di-kantor-urusan-agama-kua-propinsi-dki-jakarta-337201.html
http://www.tempo.co/read/news/2012/12/30/083451180/Pungli-di-KUA-DKI-Jakarta-Bengkak-30-Kali-Lipat
http://www.tempo.co/read/news/2012/12/30/083451180/Pungli-di-KUA-DKI-Jakarta-Bengkak-30-Kali-Lipat
http://news.detik.com/read/2014/11/25/074051/2757990/10/tunjangan-untuk-petugas-kua-tak-juga-cair-penghulu-rawan-terima-amplop
http://news.detik.com/read/2014/11/25/074051/2757990/10/tunjangan-untuk-petugas-kua-tak-juga-cair-penghulu-rawan-terima-amplop
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014-menuju-kua-berintegritas
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014-menuju-kua-berintegritas

